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MAHKAMAH KONSTITUSI 

REPUBLIK INDONESIA  
 

IKHTISAR PUTUSAN 
PERKARA NOMOR 55/PUU-XVIII/2020 

Tentang 

Verifikasi Partai Politik  
 

Pemohon    : Partai Gerakan Perubahan Indonesia  (Partai GARUDA), 
yang diwakili oleh Ahmad Ridha Sabana dan Abdullan 
Mansyuri 

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum  (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945); 

Pokok Perkara : Pengujian Pasal 173  ayat (1)  UU 7/2017 terhadap Pasal 
28H  ayat (2)  UUD 1945; 

Amar Putusan       : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 
2. Menyatakan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6109) yang menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu 
merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh 
KPU”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 
memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak 
dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus verifikasi 
Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi  ketentuan 
Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap 
diverifikasi secara administrasi namun tidak 
diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang 
tidak lolos/tidak memenuhi  ketentuan Parliamentary 
Threshold, partai politik yang hanya memiliki 
keterwakilan di tingkat DPRD 
Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak 
memiliki keterwakilan di tingkat DPRD 
Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan 
verifikasi kembali secara administrasi dan secara 
faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang 
berlaku terhadap partai politik baru”. 

3. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya. 
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita 

Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 
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Tanggal Putusan : Selasa, 4 Mei 2021; 

Ikhtisar Putusan 
:  

 Pemohon adalah Partai Politik (Partai GARUDA) yang merasa tidak perlu 
diverifikasi kembali ketika akan mengikuti Pemilu selanjutnya karena sudah pernah 
diverifikasi dan dinyatakan lolos menjadi peserta Pemilu  pada tahun 2019. 

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan  Pemohon 
adalah pengujian Pasal 173  ayat (1)  UU 7/2017    terhadap  Pasal 28H  ayat (2)  UUD 
1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan  Pemohon; 

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemohon pada pokoknya 
mendalikan bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya  Pasal 173  ayat 
(1)  UU 7/2017 dengan alasan bahwa dengan adanya pemberlakuan kembali verifikasi 
terhadap Pemohon bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil karena  
kekuatan hasil audit investigatif menjadi tidak bermakna dan merugikan kepentingan 
hukum Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Selain 
itu menurut Pemohon dengan adanya proses verifikasi yang diikuti oleh Pemohon 
telah membutuhkan banyak biaya yang amat besar, karena Pemohon harus 
menghadirkan setidaknya 1000 (seribu) anggota Pemohon atau 1/1000 dari jumlah 
penduduk di 75% Kabupaten/Kota dari seluruh provinsi. Dengan demikian proses 
verifikasi tersebut menurut Pemohon sangat melelahkan karena tidak mudah 
mengatur jadwal 1000 (seribu) orang tersebut agar bisa hadir ketika KPU melakukan 
proses verifikasi. Dengan uraian demikian, Pemohon yang merupakan partai baru 
yang tidak pernah terlibat dalam pembuatan/penyusunan norma yang diuji telah 
secara spesifik menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut Pemohon 
dianggap dirugikan, yaitu hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil di mana 
anggapan kerugian demikian dialami oleh Pemohon dengan berlakunya Pasal 173 
ayat (1) UU 7/2017. Dengan uraian demikian, telah tampak pula hubungan sebab-
akibat (causal verband) antara anggapan kerugian Pemohon sebagai Partai Politik 
yang pernah dinyatakan lolos verifikasi  untuk  mengikuti Pemilihan Umum pada tahun 
2019  ikhwal hak konstitusionalnya yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 173 ayat 
(1) UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian sehingga jika Permohonan a quo 
dikabulkan maka kerugian tersebut tidak lagi terjadi. Dengan demikian berdasarkan 
pertimbangan tersebut Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum 
untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. 

Terkait dengan pokok permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon 
mendalilkan bahwa permohonan Pemohon tidak nebis in idem dengan perkara Nomor 
53/PUU-XV/2017, karena permohonan Pemohon menggunakan batu uji serta alasan 
atau argumentasi konstitusional yang berbeda dengan perkara Nomor 53/PUU-
XV/2017. Selain itu Pemohon juga mendalilkan bahwa sepanjang Partai Politik sudah 
diverifikasi, maka secara otomatis hasil verifikasi tersebut melekat dan berlaku pada 
Pemilu berikutnya. Dalam kondisi hasil verifikasi menyatakan tidak lulus dan oleh 
karenanya tidak dapat ditetapkan sebagai peserta Pemilu, maka pada Pemilu 
berikutnya harus dilakukan verifikasi kembali. Lain halnya, ketika hasil verifikasi 
menyatakan lulus dan Partai Politik mengikuti Pemilu, maka pada Pemilu berikutnya 
tidak diperlukan lagi proses verifikasi. Ini adalah sebagai wujud kepastian hukum 
(legalitas) atas hasil verifikasi Partai Politik. Selain itu, juga sejalan dengan prinsip 
keadilan hukum. Pemohon  menambahkan bahwa penerapan verifikasi ulang terhadap 
Partai Politik yang telah mengikuti Pemilu adalah bertentangan dengan asas legalitas 
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dan mencederai kepastian hukum yang adil dan hak kemudahan dan perlakuan 
khusus guna memperoleh kesempatan dan manfaat dari hasil verifikasi yang telah 
dilakukan sebelumnya. 

Terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 

1. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan permohonan Pemohon 

tidak ne bis in idem dengan perkara Nomor 53/PUU-XV/2017, menurut Mahkamah 

oleh karena alasan permohonan dan batu uji perkara a quo berbeda dengan 

perkara Nomor 53/PUU-XV/2017, maka perkara a quo tidak ne bis in idem dengan 

53/PUU-XV/2017. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat terlepas secara 

substansial permohonan a quo  beralasan atau tidak, secara formal permohonan a 

quo  memenuhi  ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 

2/2021, sehingga permohonan a quo  dapat diajukan kembali. 

2. Selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan terkait dengan verifikasi partai politik, 

bahwa permohonan Pemohon berkenaan dengan Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017  

yang menyatakan,“Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah 

ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU”,  yang kemudian  ketentuan tersebut  

sepanjang frasa “telah ditetapkan/” telah dinyatakan bertentangan dan tidak 

memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, bertanggal 11 Januari 2018. Dengan demikian 

bunyi ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 tersebut  menjadi, ”Partai Politik 

Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU.” Selain itu, 

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, Mahkamah juga 

membatalkan keberlakuan Pasal 173 ayat (3) UU 7/2017 yang menyatakan, ”Partai 

politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu”. 

Pembatalan keberlakuan Pasal 173 ayat (3) UU 7/2017  berdampak pada 

penyamarataan terhadap semua partai politik untuk dilakukan verifikasi dalam 

Pemilu serentak 2019 dan partai politik yang lolos verifikasi memiliki hak 

konstitusional sebagai peserta Pemilu. Posisi Mahkamah dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, bertanggal 29 Agustus 2012 dan 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, bertanggal 11 Januari 

2018 terkait dengan verifikasi partai politik sudah sangat jelas, yakni semua partai 

politik diharuskan mengikuti verifikasi untuk menjadi peserta Pemilu selanjutnya. 

Hal ini dilakukan untuk menghindari pemberlakuan syarat yang berbeda (unequal 

treatment) kepada peserta suatu kontestasi (pemilihan umum) yang sama. Posisi 

dan standing Mahkamah dalam memberlakukan ketentuan terkait kewajiban 

verifikasi terhadap semua partai politik, baik yang telah lolos ketentuan 

parliamentary threshold maupun yang tidak lolos ketentuan ini, tetapi telah menjadi 

peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dengan partai politik baru yang akan 

mengikuti Pemilu selanjutnya merupakan upaya untuk menegakkan prinsip 

persamaan di hadapan hukum (equality before the law) akan tetapi cenderung abai 

pada penegakan prinsip keadilan karena memandang sama terhadap sesuatu 

yang seharusnya diperlakukan secara berbeda. 
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3. Selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan bahwa pada prinsipnya, verifikasi 

terhadap partai politik untuk menjadi peserta Pemilu menjadi bagian yang sangat 

penting dan strategis. Sebab, partai politik merupakan manifestasi perwujudan 

aspirasi rakyat. Melalui partai politik ini lah rakyat menyalurkan aspirasinya. Hal ini 

merupakan suatu hal yang wajar dalam sebuah negara yang menganut sistem 

demokrasi perwakilan seperti hal nya Indonesia. Namun demikian, tidak semua 

partai politik dapat menjadi peserta Pemilu. Hanya partai politik yang memenuhi 

syarat lah yang memiliki kesempatan menjadi peserta Pemilu. Di dalam Pasal 173 

ayat (2) UU 7/2017, partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi 

persyaratan sebagai berikut:   

a. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik; 
b. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; 
c. Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota 

di Proivinsi yang bersangkutan; 
d. Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di 

kabupaten/kota yang bersangkutan; 
e. Menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan 

pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; 
f. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu 

perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik 
sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu 
tanda anggota; 

g. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, 
dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; 

h. Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan  
i. Menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik 

kepada KPU. 

4. Bahwa persyaratan untuk menjadi partai politik peserta Pemilu sebagaimana 

diuraikan di atas, merupakan ujian yang cukup berat. Sebab, partai politik peserta 

Pemilu merefleksikan aspirasi rakyat dalam skala besar dan bersifat nasional 

(terkecuali partai politik lokal di Provinsi Aceh). Oleh karena itu, struktur 

kepengurusan partai politik harus berada di seluruh provinsi (skala nasional), 

memiliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten/kota di provinsi yang 

bersangkutan, memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah 

kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan, mempunyai kantor tetap untuk 

kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan 

terakhir Pemilu dan persyaratan lainnya. Tantangannya tidak selesai sampai di 

situ, setelah menjadi peserta Pemilu pada Pemilu serentak 2019, ada partai politik 

yang lolos Parliamentary Threshold sehingga memiliki wakil di DPR dan ada pula 

partai politik yang tidak lolos parliamentary threshold sehingga tidak memiliki wakil 

di DPR, tetapi boleh jadi memiliki wakil di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota 

dan ada pula partai politik peserta Pemilu yang tidak memiliki wakilnya baik di 

tingkat DPR maupun di tingkat DPRD Prov/Kabupaten/Kota. Melihat dinamika dan 

perkembangan capaian perolehan suara dan tingkat keterwakilan suatu partai 

politik pada suatu kontestasi Pemilu, maka pertanyaannya adalah apakah adil 



 

5 

 

ketiga varian capaian perolehan suara dan tingkat keterwakilan suatu partai politik 

disamakan dengan partai politik baru yang akan menjadi peserta Pemilu pada 

“verifikasi” kontestasi Pemilu selanjutnya? Dalam perspektif keadilan, hal ini tidak 

dapat dikatakan adil karena esensi keadilan adalah memperlakukan sama 

terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan sama dan memperlakukan 

berbeda terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan berbeda. 

Memperlakukan verifikasi secara sama terhadap semua partai politik peserta 

Pemilu, baik partai politik peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya maupun partai 

politik baru merupakan suatu ketidakadilan. Oleh karena itu, terhadap partai politik 

yang lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold tetap diverifikasi secara 

adimistrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak 

lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya 

memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik 

yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, 

diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual hal 

tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru. Dengan 

demikian Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang menyatakan,”Partai Politik Peserta 

Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU” bertentangan 

dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus 

verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary 

Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun 

tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak 

memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya 

memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai 

politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD 

Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara 

administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang 

berlaku terhadap partai politik baru”. Dengan demikian berdasarkan 

pertimbangan hukum tersebut, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum 

untuk sebagian. 

 Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah 
menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 
2. Menyatakan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, 
“Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi 
oleh KPU”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang 
tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan 
lolos/memenuhi  ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap 
diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, 
adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi  ketentuan 
Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di 
tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki 
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keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan 
dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal 
tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru”. 

3. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya. 
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 

sebagaimana mestinya. 

Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) 

Bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, 3 (tiga) orang Hakim 
Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan Hakim 
Konstitusi Enny Nurbaningsih memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai 
berikut: 

Bahwa verifikasi keterpenuhan syarat menjadi partai politik peserta pemilu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu sama sekali tidak 
menyebabkan partai politik tertentu kehilangan haknya untuk mencapai persamaan 
dengan partai politik lainnya. Sebab, semua partai politik berangkat dan berada pada 
titik yang sama ketika hendak menjadi partai politik peserta pemilu lagi pada pemilu 
berikutnya. Dengan berada pada posisi dan titik yang sama, maka segala beban 
pemenuhan syarat menjadi peserta pemilu juga ditanggung sama berat oleh masing-
masing partai politik. Dengan demikian, ketika verifikasi ihwal keterpenuhan syarat 
diatur sebagai syarat menjadi partai politik peserta pemilu, maka sama sekali tidak 
terjadi kondisi di mana partai politik yang telah pernah diverifikasi dan lulus sebagai 
peserta pemilu kehilangan atau tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan 
persamaan dalam kepesertaannya menjadi peserta pemilu berikutnya. Oleh karena 
itu, keberadaan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu sama sekali tidak relevan untuk diuji 
menggunakan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. 

Bahwa selanjutnya, dalil yang dikemukakan Pemohon juga tidak sejalan 
dengan realitas partai politik sebagai badan hukum yang bersifat dinamis. Sebagai 
badan hukum yang sangat dinamis, keterpenuhan syarat sebagai peserta pemilu pada 
periode pemilu tertentu menuntut adanya pemeriksaan kembali atau verifikasi ulang 
atas keterpenuhan syarat dimaksud pada periode pemilu berikutnya. Terkait hal ini, 
Mahkamah juga telah mempertimbangkannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 53/PUU-XV/2017 Sub-Paragraf [3.13.7] angka 3 hlm. 116-117. 

Bahwa pada saat sebuah partai politik yang telah dinyatakan lulus verifikasi 
dalam satu periode pemilu dapat menjadi partai politik peserta pemilu tanpa dilakukan 
pengecekan kembali terhadap keterpenuhan syaratnya sebagai peserta pemilu, hal 
tersebut justru akan menjadi penyebab hilangnya mekanisme kontrol terhadap partai 
politik sebagai infrastruktur politik penting dalam penyelenggaraan negara yang 
demokratis. Pada saat yang sama, hal tersebut juga menyebabkan mekanisme 
kepesertaan pemilu tidak berkontribusi untuk mendorong partai politik menjadi partai 
politik yang sehat dalam menopang berjalannya demokrasi.  

Bahwa berdasarkan alasan-alasan adanya pertimbangan yang diuraikan di 
atas, kami berpendapat Mahkamah tidak memiliki alasan yang kuat untuk berubah dari 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017. Oleh karena itu, verfikasi 
partai politik, baik administratif maupun faktual, sebagaimana dimaksud Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 merupakan bagian dari desain 
memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Menerima logika Pemohon dengan 
menghapus keharusan verifikasi, baik administratif maupun faktual, bagi semua partai 
partai politik yang hendak menjadi peserta pemilu, jelas mengubah makna hakiki 
penyerdehanan partai politik dalam sistem pemerintahan presidensial. Seharusnya, 
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untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial Mahkamah tidak menghapus 
keharusan verifikasi terhadap semua partai politik yang hendak menjadi peserta 
pemilu. Membenarkan sejumlah partai politik tidak perlu dilakukan verifikasi, terutama 
verifikasi faktual, sebagai peserta pemilu dapat mengubah dan menggerakkan 
penyederhanaan partai politik menuju pendulum yang berbeda. 

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, seharusnya Mahkamah 
menolak dan menyatakan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum atau 
setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (kabur). 

 


